[ SALINAN ]

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 500.17.2-9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN/GANTI RUGI TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak
lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan secara
langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan
pihak yang berhak dengan cara jual beli, tukar
menukar, atau cara lain yang disepakati, maka
dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan/Ganti
rugi Tanah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Ganti
Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.../2



-2-

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan tanah Ulayat
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 672);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pembentukan  Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Ulayat
Yang Telah Dikuasai Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 Nomor 33);

21. Surat Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor
188.45/160/SK.XI1/2020 tentang Penetapan Besaran
Nilai Ganti Kerugian Tanah Ulayat Masyarakat yang
telah dikuasai oleh Pemerintah di Kabupaten Intan
Jaya,;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGADAAN/GANTI RUGI TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

Membentuk  Panitia Pengadaan/Ganti Rugi Tanah
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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KEDUA . Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas :

a. melakukan koordinasi dan negosiasi harga dengan
pemilik ulayat lokasi pembangunan sarana pemerintah
dengan mempertimbangkan nilai ganti rugi yang pernah
dibayarkan;

b. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan
Nasional untuk dilakukan pengukuran dan pengurusan
administrasi terkait penerbitan Sertifikat Tanah
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT 1 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2026.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 12 Januari 2026
BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

adoal bl b i e

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;

Gubernur Papua Tengah, di Nabire;

Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.




Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 500.17.2-9 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN/GANTI RUGI TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

EDUDUKAN
NO. JABATAN DALAM INSTANSI DIJ{XLABL/??:’ ANITIA
1 B 2 ) 7 3
1. | Bupati Intan Jaya Penanggungjawab
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Ketua
3. | Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Wakil Ketua
Intan Jaya
4. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sekretaris
Intan Jaya
S. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Setda Kabupaten Intan Jaya
Inspektur Kabupaten Intan Jaya Anggota
7. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Anggota
dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya
8. | Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya
9. | Kepala Badan Pertahanan Nasional Paniai Anggota
10. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya Anggota
11. | Kepala Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Anggota
12. | Kepala Bidang Asset Badan Pendapatan Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Intan Jaya
13. | Kepala Sub pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Anggota
Kabupaten Intan Jaya
14. | Unsur Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Anggota
Kabupaten Intan Jaya
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Kepala Kampung pada Distrik Sugapa

Anggota

uai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI




